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KEPUTUSAN 

 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN 

 KABUPATEN  HALMAHERA TIMUR 

 NOMOR : 420 / 455 / 2018 
 

TENTANG 

 

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 

“TK TAMAN ILMU TATANGAPU” 
DESA TATANGAPU KECAMATAN MABA TENGAH 

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur : 

 

Membaca : Surat Kepala Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera 
Timur Nomor : 100/106/DST/2018, tanggal 09 Januari 2018 tentang Permohonan 

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Taman Ilmu Tatangapu di 

Desa Tatangapu, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur. 

Menimbang : a.  bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu 
memberikan Persetujuan atas Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) TK Taman Ilmu Tatangapu  di Desa Tatangapu, Kecamatan Maba 

Tengah Kabupaten Halmahera Timur, sebagai upaya pemerataan Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

  b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat 

dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar 
mengajar, maka dipandang perlu menetapkannya dengan surat Keputusan 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur. 

Mengingat :   1.  Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);  

        2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4301); 

 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 
 4.   Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar 

Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461); 

                 5.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat 
Dalam Bidang Pendidikan;  

 6.  Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 

 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 

tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 607); 

 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 

  

 

 
 



 

  


